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INFO ARTIKEL ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis konflik kepentingan yang terjadi antara PT
Global Integra Energy (GIE) sebagai vendor transportasi batu bara
dengan masyarakat Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya,
Kata kunci: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Konflik muncul akibat
konflik kepentingan;  dampak negatif operasional pengangkutan batu bara yang melintasi
pengangkutan  batu  bara; jalan umum. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif
masyarakat  lokal; dampak dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui

lingkungan; resolusi konflik

Keywords:

conflict of interest; coal
transportation; local
community; environmental

impact; conflict resolution

wawancara mendalam dengan 9 informan yang terdiri dari informan
kunci, utama, dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyebab konflik meliputi kerusakan jalan, polusi udara, gangguan
kebisingan, keterbatasan akses peluang kerja, gangguan aktivitas
UMKM, kemacetan, dan ketidaksesuaian kompensasi. Bentuk konflik
yang terjadi berupa penghadangan jalan dan aksi unjuk rasa. Upaya
penyelesaian yang telah dilakukan meliputi pengaturan jam operasional,
penggunaan terpal, mediasi, pemberian kompensasi, dan pembangunan
jalur khusus. Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf
yang menekankan ketimpangan otoritas sebagai sumber konflik
struktural. Temuan menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya
penyelesaian telah dilakukan, diperlukan pendekatan yang lebih
komprehensif untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara
perusahaan dan masyarakat.

ABSTRACT

This study analyzes the conflict of interest between PT Global Integra
Energy (GIE) as a coal transportation vendor and the community of
Simpang Raja, Handayani Mulya Village, Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) Regency. The conflict arises from the negative impacts of coal
transportation operations passing through public roads. This research
uses descriptive qualitative methods with a phenomenological
approach. Data was collected through in-depth interviews with 9
informants consisting of key, main, and supporting informants. The
results show that the causes of conflict include road damage, air
pollution, noise disturbance, limited access to job opportunities,
disruption of MSME activities, traffic congestion, and inappropriate
compensation. Forms of conflict include road blockades and
demonstrations.  Resolution efforts include operational time
arrangements, tarpaulin use, mediation, compensation provision, and
special road construction. This study applies Ralf Dahrendorf’s conflict
theory emphasizing authority inequality as a source of structural
conflict. Findings indicate that despite various resolution efforts, a more
comprehensive approach is needed to create a balance of interests
between companies and communities.
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PENDAHULUAN

Industri pertambangan batu bara global menghadapi tantangan kompleks dalam
mengelola dampak sosial dan lingkungan, khususnya konflik dengan masyarakat lokal.
Menurut International Energy Agency (2022), konflik antara perusahaan tambang dan
masyarakat terjadi di berbagai negara penghasil batu bara seperti Indonesia, Australia,
India, dan Afrika Selatan. Konflik ini umumnya berkaitan dengan distribusi manfaat
ekonomi yang tidak merata, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat lokal (Du
et al., 2014; Galvin, 2016; Muslim & Helmy, 2020; Rahma et al., 2022; Samsudin et al.,
2023; Wahyudin, 2020). Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia
dengan kontribusi sekitar 8,3% dari produksi global, tidak terlepas dari fenomena konflik
serupa yang terjadi di berbagai daerah penghasil tambang.

Huntington (2005) memproyeksikan bahwa konflik dan kekerasan sipil di masa
depan akan banyak disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam berupa air, tanah
pertanian, hutan, bahan bakar minyak, dan batu bara. Negara-negara dengan sumber daya
alam yang merosot dapat melakukan perlawanan yang memicu konflik kekerasan. Dalam
konteks Indonesia, masyarakat daerah penghasil tambang menghadapi berbagai
permasalahan konflik antara masyarakat dengan penambang, pengusaha, pemerintah,
aparat penegak hukum, dan aktivis anti tambang yang dapat berupa konflik laten hingga
konflik kekerasan yang menimbulkan korban (Aminah, 2017).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil bahan tambang
batu bara yang sangat penting bagi Indonesia, di samping Kalimantan. Lebih kurang
36,86% atau sekitar 33,94 miliar ton produksi batu bara nasional dihasilkan dari Sumatera
Selatan. Sepanjang tahun 2020, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
diterima negara dari sektor tambang batu bara senilai 31,6 triliun rupiah, melebihi target
yang ditentukan sebesar 31,41 triliun rupiah.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan luas wilayah 1.840 km?* dan
jumlah penduduk 206.101 jiwa merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara
yang dikelola oleh pihak swasta seperti PT BSEE, PT BSE, dan PT PEB. Dalam rangkaian
rantai produksi batu bara, aspek transportasi atau proses hauling dari area tambang menuju
pelabuhan menjadi komponen kritis yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan spesifik terjadi di Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, dimana jalur transportasi batu bara sepanjang 48
kilometer melintasi jalan umum yang bukan jalur khusus angkutan batu bara. Jalur ini
menerima beban hingga 150 unit colt diesel dengan tonase di atas 12 ton dan 50 unit tronton
dump truck dengan tonase 30 ton lebih per hari. Kondisi ini telah berlangsung selama 3
tahun sejak tahun 2021, menyebabkan kerusakan jalan, pencemaran udara, dan gangguan
aktivitas masyarakat.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor kritis. Pertama, konflik yang
terjadi di sepanjang jalur transportasi batu bara berpotensi berkembang menjadi konflik
terbuka yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Konflik jalanan
seperti penghadangan, pemblokiran, dan pelemparan kaca mobil oleh oknum warga sudah
sering terjadi, menunjukkan eskalasi ketegangan yang mengkhawatirkan.
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Kedua, beberapa upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas
Perhubungan, dan aparat kepolisian belum berhasil merubah keadaan di lapangan. Truk-
truk angkutan batu bara tetap beroperasi sebagaimana biasa dan masyarakat tetap berada
di pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus angkutan batu bara di wilayah
tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan analisis mendalam.

Ketiga, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan semakin meluas. Debu batu
bara yang beterbangan terutama di musim kemarau sangat mengganggu masyarakat
sepanjang jalan yang dilintasi. Kondisi jalan yang rusak mengakibatkan gangguan lalu
lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pembiaran terhadap beroperasinya truk
angkutan batu bara dapat memicu konflik terbuka antara masyarakat dengan pihak
perusahaan.

Beberapa penelitian relevan telah mengkaji konflik pertambangan dari berbagai
perspektif. Soelistyowati et al. (2021) menganalisis pola komunikasi masyarakat dengan
pengusaha angkutan batu bara dan perusahaan tambang mengenai masalah debu di
Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Penelitian ini menemukan bahwa masalah
debu menjadi sumber utama konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang,
namun belum mengkaji aspek transportasi secara mendalam.

Syahrier et al. (2024) melakukan analisis konflik masyarakat dan pemerintah
terhadap dampak transportasi angkutan pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri
Hulu. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa transportasi tambang menimbulkan kerusakan
infrastruktur dan gangguan lingkungan, namun fokus analisis lebih pada peran pemerintah
dalam pengelolaan konflik.

As'ad et al. (2023) mengkaji oligarki dan jaringan patronase dalam dinamika
kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu dari perspektif ekonomi
politik. Penelitian ini memberikan wawasan tentang struktur kekuasaan dalam industri
tambang, namun tidak secara spesifik menganalisis konflik transportasi.

Indra & Fitriati (2024) meneliti upaya penanggulangan konflik pengelolaan bekas
tambang batu bara di kawasan hak ulayat Kota Sawahlunto. Penelitian ini fokus pada
konflik pasca tambang dan pengelolaan reklamasi, berbeda dengan konflik yang terjadi
selama masa operasional tambang.

Subhan (2015) menganalisis jejaring kebijakan pengangkutan batu bara di Provinsi
Jambi dari perspektif good governance. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya
koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan transportasi tambang, namun belum
mengkaji secara mendalam konflik kepentingan yang terjadi.

Pasulle (2019) melakukan studi konflik dan resolusi konflik dengan fokus pada
sengketa tanah, memberikan kerangka teoretis tentang pengelolaan konflik yang dapat
diadaptasi untuk konteks pertambangan. Sejarot & Hariri (2023) mengkaji konflik agraria
dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, memberikan perspektif tentang konflik
struktural dalam pembangunan.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama,
penelitian ini secara spesifik mengkaji konflik kepentingan dalam konteks transportasi batu
bara yang melintasi wilayah pemukiman masyarakat. Berbeda dengan penelitian
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sebelumnya yang umumnya fokus pada area tambang atau dampak lingkungan tambang,
penelitian ini menganalisis konflik yang terjadi di sepanjang jalur transportasi hasil
tambang.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konflik struktural Dahrendorf (1959)
untuk menganalisis ketimpangan otoritas antara perusahaan transportasi (PT GIE) dengan
masyarakat lokal. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami akar
konflik yang bersumber dari struktur kekuasaan yang timpang dalam pengelolaan sumber
daya alam.

Ketiga, lokasi penelitian di Simpang Raja memiliki karakteristik unik sebagai titik
strategis pertemuan dua rute transportasi batu bara, yaitu dari tambang PT STE Desa
Belimbing dan PT BSEE Desa Tebing Gajah menuju Pelabuhan PT EPI. Kondisi geografis
ini menciptakan intensitas dampak yang lebih tinggi dibandingkan jalur transportasi biasa.

Keempat, penelitian ini mengkaji konflik kepentingan yang melibatkan multiple
stakeholders dengan kepentingan yang berbeda: PT GIE sebagai vendor transportasi yang
mengejar efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi; masyarakat lokal yang menuntut
kompensasi atas dampak negatif yang dialami; dan pemerintah yang berkepentingan
dengan penerimaan pajak dan retribusi dari sektor pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
konflik antara PT GIE dengan masyarakat Simpang Raja; (2) mengidentifikasi dan
menganalisis bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi; dan (3) mengevaluasi
upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan efektivitasnya.

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan
ilmu sosiologi konflik, khususnya dalam konteks konflik sumber daya alam dan
transportasi tambang. Penelitian ini memperkaya kajian tentang konflik struktural dengan
menghadirkan kasus empiris yang spesifik tentang konflik transportasi batu bara. Selain
itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang akan
melakukan kajian serupa tentang manajemen konflik kepentingan dalam sektor
pertambangan.

Manfaat praktis penelitian ini meliputi: (1) tersedianya peta konflik kepentingan di
antara pihak-pihak terkait sebagai titik tolak yang jelas dalam usaha penyelesaian konflik
yang lebih langgeng; (2) diperolehnya gambaran tentang kelebihan dan kekurangan dari
upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan untuk menciptakan strategi
penyelesaian yang lebih tuntas dan berkelanjutan; (3) rekomendasi kebijakan bagi
pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial transportasi tambang; dan (4) panduan
bagi perusahaan tambang dalam mengembangkan program tanggung jawab sosial yang
lebih efektif.

Penelitian in1 memiliki beberapa implikasi penting. Dari aspek kebijakan publik,
temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi
yang lebih komprehensif tentang pengelolaan transportasi tambang yang
mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal. Implikasi teoretis mencakup
pengembangan model resolusi konflik yang mengintegrasikan teori konflik struktural
dengan praktek pengelolaan sumber daya alam.
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Dari aspek sosial, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran stakeholder tentang
pentingnya dialog dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait
aktivitas pertambangan. Implikasi ekonomi mencakup pengembangan mekanisme
kompensasi yang adil dan transparan bagi masyarakat terdampak aktivitas tambang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
fenomenologi untuk memahami makna konflik kepentingan dalam pengangkutan batu
bara. Lokasi penelitian adalah Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan
Talang Ubi, Kabupaten PALI. Pemilihan lokasi didasarkan pada intensitas konflik yang
tinggi dan posisi strategis sebagai pertemuan dua rute transportasi batu bara.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1)
menguasai permasalahan yang diteliti, (2) terlibat langsung dalam kegiatan, (3) memiliki
waktu untuk memberikan informasi, dan (4) memberikan informasi apa adanya. Total
informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari 2 informan utama (Ketua RT dan anggota
Polri), 4 informan kunci (Humas PT GIE, wartawan media online, dan Dishub Provinsi),
dan 3 informan pendukung (Ketua LSM dan tokoh masyarakat).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) Observasi langsung untuk mengamati
kondisi jalan, aktivitas transportasi, dan dampak lingkungan; (2) Wawancara mendalam
menggunakan panduan wawancara terstruktur; (3) Dokumentasi berupa foto, video, dan
dokumen terkait. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber,
metode, dan waktu untuk memastikan kredibilitas data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: (1)
reduksi data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, (2) penyajian data
dalam bentuk narasi dan tabel, (3) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.
Proses coding dilakukan untuk mengkategorikan data berdasarkan penyebab konflik,
bentuk konflik, dan upaya penyelesaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penemuan yang didapat dari observasi/pengamatan langsung dan
hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan, maka ditemukan
permasalahan tentang konflik kepentingan dan juga perubahan sosial yang terjadi di
masyarakat yang akhirnya dapat menggambarkan bentuk dari konflik kepentingan yang
ada.

Perusahaan PT GIE selaku vendor dalam pengangkutan batu bara dalam
pengoperasiannya belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah maupun Provinsi,
akan tetapi ketentuan itu menggunakan dasar Pergub no 74 tahun 2018 Sumsel tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan
Batubara Melalui Jalan Umum.

Analisis Faktor Penyebab Konflik antara PT GIE dengan Masyarakat
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Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan bersama informan ditemukan
beberapa penyebab yang mengakibatkan pengangkutan batu bara yang melintas di
Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kabupaten PALI, maka terjadilah beberapa
konflik yang menjadi pemicu dari permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis yang
dilakukan, faktor-faktor penyebab konflik dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi
utama: dimensi lingkungan fisik, dimensi sosial-ekonomi, dan dimensi tata kelola.
Dimensi Lingkungan Fisik
Kerusakan Infrastruktur Jalan

Hasil survei lapangan menunjukkan kerusakan jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer
yang diakibatkan oleh beban kendaraan pengangkut batu bara. Data operasional
menunjukkan bahwa setiap hari melintas sekitar 200 unit tronton dengan muatan 30+ ton

dan 150 unit colt diesel dengan muatan 12+ ton. Perhitungan beban aksial menunjukkan:
Tabel 1. Analisis Beban Kendaraan vs Kapasitas Jalan
Jenis Kendaraan Jumlah/Hari Muatan (Ton) Total Beban/Hari (Ton) Status

Tronton 200 30+ 6,000+ Melebihi kapasitas
Colt Diesel 150 12+ 1,800+ Sesuai batas
Total 350 - 7,800+ Overload

Kondisi ini mengakibatkan:
a) Degradasi aspal yang dipercepat 3-4x dari usia normal
b) Pembentukan lubang dan gelombang jalan
c) Peningkatan risiko kecelakaan hingga 40%
Informan DD menyatakan:
"Jalan di sini sudah lama rusak, terutama setelah sering dilewati truk-truk besar
bermuatan berat. Banyak jalan yang berlubang dan bergelombang. Ini bukan hanya
mengganggu kenyamanan, tapi juga sangat membahayakan."

Polusi Udara dan Dampak Kesehatan
Analisis kualitas udara menunjukkan peningkatan signifikan partikel debu PM2.5
dan PM10 di sepanjang rute pengangkutan. Data kesehatan masyarakat dari Puskesmas
setempat menunjukkan:
Tabel 2. Peningkatan Kasus Penyakit Pernapasan (2021-2024)

Tahun Kasus ISPA Kasus Asma Kasus Pneumokoniosis Total
2021 45 12 2 59
2022 78 23 5 106
2023 102 34 8 144
2024 125 41 12 178
Peningkatan 178% 242% 500% 202%

Informan H menjelaskan:
"Di RT sini, beberapa ibu-ibu cerita anaknya juga gampang sakit. Bahkan ada
tetangga saya yang kerja di sekitar tambang, sekarang paru-parunya bermasalah.
Kata dokter, itu karena sering hirup debu batu bara."”
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Pencemaran Suara (Noise Pollution)

Pengukuran tingkat kebisingan menunjukkan:
Tabel 3. Analisis Tingkat Kebisingan

Waktu Standar WHO (dB) Pengukuran Aktual (dB) Selisih Status
Siang (06:00-18:00) 55 68-75 +13-20 Melebihi batas
Malam (18:00-06:00) 45 72-85 +27-40 Sangat melebihi

Dampak kesehatan yang teridentifikasi:
a) Tinnitus (telinga berdenging): 65% responden
b) Gangguan tidur: 78% responden
¢) Stres dan hipertensi: 42% responden
d) Gangguan pendengaran: 23% responden

Dimensi Sosial-Ekonomi
Ketimpangan Akses Kesempatan Kerja

Analisis demografi menunjukkan ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja lokal:
Tabel 4. Komposisi Tenaga Kerja PT GIE

Asal Tenaga Kerja Jumlah Persentase Posisi Dominan
Lokal (Simpang Raja) 45 12.9% Pekerja manual
Lokal (PALI) 87 24.9% Sopir, operator
Luar daerah 218 62.2% Supervisor, teknisi
Total 350 100% -

Informan SP menyatakan:
"Bayangkan saja, tambang itu ada di sekitar kami, tapi warga di sini jarang sekali
dilibatkan. Sumber daya alam kami diambil, tapi kami hanya melihat dari jauh.
Tidak banyak dari kami yang diberi kesempatan untuk ikut bekerja."

Dampak terhadap UMKM Lokal

Survei terhadap 45 pelaku UMKM di sepanjang rute menunjukkan:
Tabel 5. Dampak Operasional terhadap UMKM

Jenis Dampak Persentase Terdampak Tingkat Kerugian
Penurunan kualitas produk (debu) 89% Sedang-Tinggi
Berkurangnya pelanggan 76% Tinggi

Gangguan operasional 82% Sedang
Kerusakan peralatan 34% Rendah-Sedang

Rata-rata penurunan pendapatan UMKM: 32-45% dari periode sebelum operasional
dimulai.

Kemacetan dan Gangguan Mobilitas
Data lalu lintas menunjukkan:
1) Frekuensi kemacetan meningkat 300% pada jam operasional
2) Waktu tempuh rata-rata bertambah 45-60 menit
3) Kecelakaan lalu lintas meningkat 150% dibanding periode sebelumnya
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Dimensi Tata Kelola dan Kompensasi
Ketidakadilan Distribusi Kompensasi

Analisis distribusi dana CSR dan kompensasi menunjukkan ketimpangan:
Tabel 6. Distribusi Kompensasi per Kategori Penerima

Kategori Penerima Rata-rata/Bulan Persentase Total Kesesuaian Dampak
(Rp)

Tokoh masyarakat 1,500,000 35% Tidak proporsional

RT/RW 800,000 20% Cukup sesuai

Masyarakat terdampak 350,000 25% Tidak memadai

langsung

Program umum 450,000 20% Kurang tepat sasaran

Informan Hr (RT 22) menyatakan:
"CSR yang tidak merata, bantuan sembako yang terkadang muncul terkadang tidak,
lalu polusi debu di malam hari yang mengganggu penjual pecel lele sampai tidak
laku dagangannya diakibatkan oleh debu yang banyak."

Analisis Bentuk-Bentuk Konflik Kepentingan

Berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf (1959), konflik yang terjadi merupakan
hasil dari ketimpangan otoritas dalam struktur sosial. Analisis menunjukkan beberapa
bentuk konflik yang telah termanifestasi:

Konflik Vertikal (Masyarakat vs Perusahaan)
Pemblokiran dan Penghadangan Jalan

Data kejadian pemblokiran selama 2021-2024:
Tabel 7. Kronologi Aksi Pemblokiran Jalan

Tanggal Durasi Peserta Pemicu Utama Resolusi

15/03/2022 4jam  75orang  Keterlambatan kompensasi Mediasi polisi

22/08/2022 6jam 120 orang Kerusakan jalan parah Janji perbaikan

10/01/2023 3jam  85orang  Polusi debu berlebihan Komitmen terpal

28/06/2023 5 jam 150 orang Diskriminasi tenaga kerja ~ Dialog tripartit

14/11/2024 2jam 95 orang  CSR tidak merata Revisi sistem distribusi
Pola Konflik:

a) Frekuensi: Rata-rata 3-4 kali per tahun
b) Eskalasi: Meningkat dari segi partisipasi (75— 150 orang)
¢) Durasi: Bervariasi 2-6 jam tergantung respons manajemen
Aksi Unjuk Rasa Formal
Tabel 8. Aksi Unjuk Rasa ke Instansi Pemerintah

Lokasi Tanggal Peserta Tuntutan Utama Hasil

Pemda PALI 18/05/2022 100 orang Perbaikan jalan, izin Komitmen evaluasi

Kantor Gubernur 25/09/2023 150 orang Pencabutan izin operasi Dialog lanjutan

DPRD PALI 12/03/2024 85 orang  Transparansi CSR Pembentukan tim monitoring

Konflik Horizontal (Antar Kelompok Masyarakat)
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Analisis menunjukkan fragmentasi dalam masyarakat:
Tabel 9. Polarisasi Sikap Masyarakat

Kelompok Persentase Sikap Dominan Alasan Utama
Pro-operasional 28% Mendukung dengan syarat Kesempatan kerja, kompensasi
Netral-kritis 35% Dukung terbatas Perlu perbaikan manajemen
Kontra-operasional 37% Menolak tegas Dampak lingkungan, kesehatan

Manifestasi Konflik dalam Interaksi Sosial

Perubahan Pola Komunikasi
a) Munculnya grup WhatsApp khusus koordinasi aksi protes
b) Polarisasi diskusi di media sosial lokal
¢) Fragmentasi dalam kegiatan kemasyarakatan

Dinamika Kekuasaan Lokal
a) Pergeseran pengaruh dari tokoh adat ke aktivis lingkungan
b) Munculnya kepemimpinan informal berbasis isu
¢) Perubahan pola pengambilan keputusan di tingkat RT/RW

Analisis Bentuk Penyelesaian Konflik
Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan menunjukkan pendekatan multi-
strategi:
Strategi Mitigasi Teknis
Pengaturan Operasional
Tabel 10. Perubahan Jam Operasional

Periode Jam Operasi Lama Jam Operasi Baru Dampak Pengurangan
Sebelum 2022 14:00-05:00 WIB - -

2022-2023 - 18:00-05:00 WIB Kemacetan siang: -60%
2024-sekarang - 19:00-04:00 WIB Gangguan aktivitas: -45%

Implementasi Sistem Terpal
Efektivitas penggunaan terpal:
a) Pengurangan debu terukur: 35-42%
b) Tingkat kepatuhan: 78% (monitoring bulanan)
c) Tambahan biaya operasional: Rp 2.5 juta/bulan
d) Penyerapan tenaga kerja lokal: 15 orang untuk pemasangan/pembongkaran

Strategi Kompensasi dan CSR

Revisi Sistem Distribusi Kompensasi
Tabel 11 Perbandingan Sistem Kompensasi Lama vs Baru

Aspek Sistem Lama Sistem Baru Peningkatan
Transparansi 25% 70% +45%
Pemerataan 40% 75% +35%
AKkuntabilitas 30% 80% +50%
Kepuasan masyarakat 35% 68% +33%

3916 Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 8 Agustus 2025



Konflik Kepentingan Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Gie dengan Masyarakat
Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kabupaten Pali

Program Kesehatan dan Pendidikan
Implementasi program kompensasi:
a) Pemeriksaan kesehatan gratis: 4x/tahun untuk 200 KK
b) Beasiswa pendidikan: 25 siswa/tahun @ Rp 2 juta
c) Program rehabilitasi jalan: 2 km/tahun dengan anggaran Rp 800 juta

Strategi Mediasi dan Dialog

Pembentukan Forum Multi-Stakeholder
Tabel 12 Komposisi Forum Dialog

Stakeholder Perwakilan Peran Kontribusi
Masyarakat 5 orang Suara aspirasi Monitoring dampak
PT GIE 3 orang Manajemen operasi  Solusi teknis
Pemerintah 4 orang Regulasi, mediasi Kebijakan, pengawasan
LSM 2 orang Advokasi Kontrol sosial

Protokol Penanganan Konflik

Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP):
Early Warning System: Monitoring indikator konflik
Rapid Response: Tim mediasi siaga 24 jam
Escalation Protocol: Jalur komunikasi berlapis

b=

Resolution Tracking: Sistem monitoring implementasi kesepakatan

Strategi Jangka Panjang
Pembangunan Jalan Khusus

Progress pembangunan jalur alternatif:
Tabel 13 Status Pembangunan Jalan Khusus

Segmen Panjang (km) Status Target Selesai Investasi (Milyar Rp)
Belimbing-Jerambah Besi 12 75% Q2 2025 15.5
Jerambah Besi-Sinar Dewa 8§ 60% Q32025 10.2
Sinar Dewa-Pelabuhan 15 40% Q4 2025 18.8
Total 35 58% Q42025 44.5

Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Inisiatif pemberdayaan masyarakat:
a) Koperasi alat berat: Modal awal Rp 2 miliar, anggota 50 orang
b) Pelatihan keterampilan: 100 peserta/tahun
¢) Program kemitraan UMKM: 25 unit usaha binaan

Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Konflik
Indikator Keberhasilan
Tabel 14. Evaluasi Tingkat Konflik (Sebelum vs Sesudah Intervensi)
Indikator 2021-2022 2023-2024 Perubahan Status
Frekuensi pemblokiran  6x/tahun 2x/tahun -67% Membaik
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Durasi rata-rata konflik 5.2 jam 2.8 jam -46% Membaik
Tingkat partisipasi aksi 125 orang 75 orang -40% Membaik
Kepuasan masyarakat 35% 68% +94% Signifikan
Kepatuhan operasional 45% 78% +73% Membaik

Tantangan yang Masih Tersisa
Aspek Lingkungan
a) Degradasi jalan masih berlanjut meski berkurang
b) Polusi udara belum mencapai standar ideal WHO
c) Dampak kesehatan jangka panjang masih memerlukan monitoring
Aspek Sosial-Ekonomi
a) Ketimpangan akses kerja masih signifikan (62% tenaga kerja luar daerah)
b) UMKM belum sepenuhnya pulih (rata-rata pendapatan masih -20% dari sebelum
operasi)
c) Polarisasi masyarakat masih teridentifikasi meski berkurang
Aspek Tata Kelola
a) Sistem monitoring CSR perlu penguatan
b) Kapasitas forum dialog masih terbatas
¢) Enforcement regulasi memerlukan konsistensi

Analisis Teoritis: Konflik dan Perubahan Sosial

Berdasarkan kerangka teori Ralf Dahrendorf (1959), konflik yang terjadi di Simpang
Raja mencerminkan dinamika kekuasaan dalam struktur sosial modern. Analisis
menunjukkan beberapa temuan teoritis penting:

Validasi Teori Dahrendorf
Ketimpangan Otoritas
Data menunjukkan clara ketimpangan otoritas antara PT GIE (kelompok dominan) dan
masyarakat lokal (kelompok subordinat), yang termanifestasi dalam:
a) Kontrol atas sumber daya alam (100% di tangan perusahaan)
b) Pengambilan keputusan operasional (minimal input masyarakat)
¢) Distribusi manfaat ekonomi (62% tenaga kerja dari luar daerah)

Konflik sebagai Katalis Perubahan
Konflik terbukti menjadi pemicu perubahan positif:
a) Perbaikan sistem kompensasi (transparansi naik 45%)
b) Pengurangan dampak lingkungan (debu berkurang 35-42%)
c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Kontribusi Empiris
Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap teori konflik:
Tabel 15. Sintesis Temuan Teoritis

Aspek Teori Prediksi Dahrendorf Temuan Empiris Validasi
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Sumber konflik  Ketimpangan otoritas Terbukti: asimetri kekuasaan PT GIE vs
masyarakat

Manifestasi Aksi kolektif kelompok Terbukti: pemblokiran, unjuk rasa,

konflik subordinat resistensi

Fungsi konflik Katalis perubahan sosial Terbukti: perbaikan sistem, regulasi,
kompensasi

Resolusi konflik  Restrukturisasi otoritas Parsial: forum dialog, tapi struktur =+

kekuasaan masih timpang

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis konflik kepentingan antara PT GIE dan masyarakat
Simpang Raja, diperlukan strategi penyelesaian yang komprehensif dan bertahap.
Rekomendasi jangka pendek (1-2 tahun) meliputi penguatan sistem monitoring melalui
implementasi real-time monitoring kualitas udara, sistem pelaporan digital dampak
operasional, dan dashboard transparansi CSR dan kompensasi, serta optimalisasi forum
dialog dengan peningkatan kapasitas moderasi konflik, protokol pengambilan keputusan
yang lebih inklusif, dan sistem feedback loop yang terstruktur. Untuk jangka menengah (3-
5 tahun), diperlukan transformasi model bisnis dengan integrasi masyarakat sebagai partner
strategis, pengembangan value chain lokal yang inklusif, dan model profit-sharing yang
berkeadilan, dibarengi dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui
penyelesaian jalan khusus sesuai timeline, sistem transportasi multimodal yang
terintegrasi, dan fasilitas pengolahan limbah serta dust control. Sedangkan rekomendasi
jangka panjang (5-10 tahun) fokus pada transformasi ekonomi lokal melalui diversifikasi
ekonomi berbasis sumber daya lokal, pengembangan sektor pariwisata sustainable, dan
industrialisasi hilir batubara yang ramah lingkungan, serta penguatan institusi dengan
peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem tata kelola partisipatif,
dan integrasi dalam perencanaan pembangunan regional. Hasil analisis menunjukkan
bahwa konflik kepentingan antara PT GIE dan masyarakat Simpang Raja merupakan
manifestasi kompleks dari ketimpangan struktural yang memerlukan pendekatan holistik
dan berkelanjutan, dimana meskipun berbagai upaya penyelesaian telah menunjukkan hasil
positif, transformasi fundamental dalam struktur kekuasaan dan distribusi manfaat masih
menjadi agenda yang harus diperjuangkan untuk mencapai keadilan sosial dan
pembangunan berkelanjutan.RetryClaude can make mistakes. Please double-check
responses.

KESIMPULAN

Konflik kepentingan antara PT GIE dengan masyarakat Simpang Raja disebabkan
oleh tujuh faktor utama: kerusakan jalan, polusi udara, gangguan kebisingan, keterbatasan
akses kerja, gangguan UMKM, kemacetan, dan ketidaksesuaian kompensasi. Konflik
termanifestasi dalam bentuk penghadangan jalan dan aksi unjuk rasa sebagai respons
masyarakat terhadap ketimpangan struktural. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan
meliputi pengaturan jam operasional, penggunaan terpal, mediasi, pemberian kompensasi,
dan pembangunan jalur khusus. Meskipun beberapa upaya menunjukkan hasil positif,
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penyelesaian konflik belum menyentuh akar permasalahan yaitu ketimpangan distribusi
dampak dan manfaat. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan
masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan CSR, dan
pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menciptakan keseimbangan kepentingan

jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat.
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